
BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian
1. Profil Lembaga

Pada awalnya Kantor Dinas tenaga Kerja dan Trasmigrasi Tulungagung

yang  berada di Jalan jayeng Kusuma No. 19 Tulungagung ini merupakan

Kantor Departemen Trasmigrasi kabupaten Tulungagung pada tahun 2001,

ketika diberlakukan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang No. 22

tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah No. 84

tahun  2000  tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah,  maka  di

gabunglah  3  Instansi  yaitu:  kantor  Departemen  Transmigrasi,  kantor

Depatermen Tenaga Kerja  dan cabang Dinas  perburuhan provinsi  Jawa

timur menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (DINAKERTRANS)

Kabupaten Tulungagung.1

   Selanjutnya  pada  tahun  2008,  berdasarkan  undang-undang  No.  32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 41

tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, maka digabunglah Dinas

Tenaga kerja  dan  Trasmigrasi  dan  Kantor  Kesejahteraan  sosial  menjadi

Dinas  sosial,  Tenaga  kerja  dan  Trasmigrasi  Kabupaten  Tulungagung

sampai  dengan  akhir  tahun  2016  peraturan  daerah  No.  9  tahun  2014

tentang  organisasi  dan  tata  kerja  perangkat  daerah.  Setelah  berlakunya

Undang-undang  No.  23  tahun  2016  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan

Peraturan No. 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat

1 Database Disnakertrans Kab. Tulungagung 2016
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daerah Kabupaten Tulungagung, maka berpisahlah urusan sosial sehingga

dalam peraturan  Daerah  No.  55  tahun  2016 tentang  susunan perangkat

Daerah  Kabupaten  Tulungagung  menjadi  Dinas  Tenaga  Kerja  dan

Trasmigrasi (Disnakertrans).2

2. Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas terdiri dari

a. Kepala Dinas
b. Seketariat, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan
2) Sub Bagian Umum dan keuangan

c. Bidang Pelatihan dan produktivitas, membawahi :
1) Seksi Kelembagaan Pelatihan
2) Seksi Penyelenggaraan Pelatihan
3) Seksi Produktivitas Tenaga Kerja

d. Bidang Penempatan, perluasan Kesempatan Kerja dan Trasmigrasi

membawahi :
1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
3) Seksi Transmigrasi

e. Bidang  Hubugan  Industrial  dan  Kesejahteraan  Tenaga  Kerja,

membawahi:
1) Seksi Hubungan Industrial
2) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja
3) Seksi Trasmigrasi

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional3

Struktur Organisasi Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi
dan Kependudukan Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 20 Tahun 2016.4

2 Database Disnakertrans Kab. Tulungagung 2016
3 Peraturan  Bupati  Tulungagung  Nomor  55  Tahun  2016  tentang   kedudukan,  susunan

organisasi,  tugas  dan fungsi,  serta  tata  kerja  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten
Tulungagung.

4  Laporan kinerja tahun 2015
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3. Daftar pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung5

N
O

NIP NAMA JABATAN

1 19600503 198703 1 010 YUMAR, S.T., M.M. PIMPINAN TINGGI PRATAMA
2 19640812 198603 1 024 Drs. AGUS YUHONO,M.Si. SEKRETARIS

3 19610207 198603 1 016 Drs. SUDARMADI, M.M.
ADMINISTATOR PELATIHAN 
DAN PRODUKTIVITAS

4 19660125 198603 2 008
Dra. Triningsih CH, Rahayu, 
M.Si.

ADMINISTATOR PPK DAN 
TRANSMIGRASI

5 19611108 199403 2 002 KRISTIHANAWATI, S.H. 
ADMINISTATOR HI DAN 
KESEJAHTERAAN T.K

6 19610307 199203 1 008 Drs.GUNA WYATA, M.Si
PENGAWAS 
PENYELENGGARAAN 
PELATIHAN

7 19810515 20012 1 003
DEDDY EKA PURNAMA, 
S.STP.

KEPALA UPT BALAI LATIHAN 
KERJA

8 19630327 198602 1 003 PARJANA, S.H.,M.M.
PENGAWAS PENGEMBANGAN& 
PERLUASAN KESEMPATAN 
KERJA

9 19690602 199603 2 003
EKO ARSIH YUNI ASTUTI, 
S.H.

PENGAWAS PERLINDUNGAN T.K

10 19630915 199003 2 008 TATIK WINARNI, S.E. PENGAWAS HI

11 19790116 200312 2 004 NINIK ERNAWATI, S.E.
PENGAWAS KESEJAHTERAAN 
TENAGA KERJA

12 19790824 200604 1 016 TRIAGUS RIYADI, M.I.P. KASUBAG PERENCANAAN
13 19660302 198810 1 002 SUNARTO, S.H. PENGAWAS PENEMPATAN 

5 Data Nominatif  PNS Unit Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tulungagung

K
e
p
a
l
a
 
D
i
n
a
s

K
e
p
a
l
a
 
D
i
n
a
s

B i d a n
g P e l a t
i h a n  
d a n  
P r o d u
k t i fi t a
s

B i d a n
g P e l a t
i h a n  
d a n  
P r o d u
k t i fi t a
s

S
e
k
e
r
t
a
r
i
s

S
e
k
e
r
t
a
r
i
s



64

TENAGA KERJA
14 19630415 198603 1 027 TAMIRIN, S.Sos. PENGAWASTRANSMIGRASI

15 19610519 198303 1 011 HENDRI CATMIKO, S. Sos.
PENGAWAS KELEMBAGAAN 
PELATIHAN

16 19720108 199803 2 006 ELOK YUSWARI, S.Sos. KASUBAGTU.UPT.BLK
17 19640125 198903 1 007 Drs. SRI HARYONO PELAKSANA
18 19610413 198510 2 001 SUHARMI, S.H. PELAKSANA
19 19630415 198603 2 015 SITI QOYUMI, S.H. PELAKSANA

20 19630402 199403 2 005 SRI INDIANI, S.H. PELAKSANA
21 19620523 198611 1 001 BAHMAN, S.H. PELAKSANA
22 19610603 198603 1 012 MUSLIMIN PELAKSANA
23 19610101 198203 1 035 GIYONO PELAKSANA
24 19620612 198603 2 018 YUNI RATMINI PELAKSANA
25 19810112 201001 1 004 RONALD ARBI BAWA, S.E. PELAKSANA
26 19601215 199103 1 004 A M S O R I PELAKSANA
27 19641121 198709 2 001 KATIYAH PELAKSANA
28 19640221 199103 2 004 HYASTIN ARIANI PELAKSANA
29 19760517 200901 1 006 ANWAR RIPANGI, S.T. PELAKSANA
30 19691101 198903 2 005 LISWATIN, S.Sos PELAKSANA

31 19801016 200801 1 002
HIDDJRAH ARIS SAPUTRO, 
S.E.

PELAKSANA

32 19661025 200312 1004 SUDARPO PELAKSANA

33 19830501 201001 1 022
HARMONO NUGROHO, 
A.Md.

PELAKSANA

34 19810722 200501 2 013 UMI HANIK, S.E. PELAKSANA
35 19820515 200312 2 002 SEPTI RAHAYU PELAKSANA
36 19640704 200312 1 001 JOKO MAHENDRO PELAKSANA
37 19660706 200604 1 001 AGUS SYAMSUDIN PELAKSANA
38 19780909 200701 1 008 HERI SUYANTO PELAKSANA
39 19750721 200701 1 022 MOH. MUHAIMIN PELAKSANA
40 19850216 200901 2 004 SUPRIANI PELAKSANA
41 19750629 201001 2 001 SUKARMI PELAKSANA
42 19800507 201001 1 005 ALFAN DWI PUTRANTO PELAKSANA

43 19860413 201001 1 001
RADITYO  DIMAS 
FIRMANSYAH

PELAKSANA

44 19770302 200901 1 007 YOHAN PRANANTO PELAKSANA
45 19830228 201001 2 002 DIYAH ARIANTI PELAKSANA
46 19811227 200901 1 005 SUKONO PELAKSANA
47 19821117 200801 1 005 LUTFI ALI PELAKSANA
48 19680516 200701 1 025 SHOBARI PELAKSANA

Tabel 4.1 Daftar pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung

4. Visi dan Misi 
a. VISI
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Sejalan  dengan  visi  Kabupaten  Tulungagung  dan  tugas  pokok  dan

fungsi  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Trasmigrasi  Kabupaten  Tulungagung

menetapkan visi :
 “Mewujudkan  Instansi  pemerintah  yang  handal  untuk  mendukung

kesejahteraan  masyarakat  melalui  LATPROPENTASIHIKER”.

penjabaran pengertian dan istilah visi dimaksud adalah :
1) Mewujudkan/terwujudnya  adalah  tujuan  akhir  setiap

Program/kegiatan;
2) Organisasi Prangkat daerah (embaga/Instansi Pemerintah);
3) Peningkatan  Ekonomi  Kelurga  (PEK)/kesejahteraan  perubahan

kondisi Ekonomi Keluarga.
4) LATPROPENTASIHIKER  singkatan  dari  (Pelatihan  dan

Produktivitas  penempatan,  perluasan  Tenaga  Kerja  dan

Trasmigrasi, serta Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga

Kerja)  merupakan  sebuah  arah  pembangunan  yang  dilandasi

dengan potensi-potensi yang ada pada Disnakertrans.
b. MISI
      Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung harus mempunyai

misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima, yaitu:
1) Meningkatkan penciptaan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja

dan kerjasama dengan Pemerintah di  luar  pulau  Jawa sebagai  lokasi

Transmigrasi.
2) Meningkatkan kompetensi ketrampilan dan produktifitas  tenaga kerja

dan mendorong pekerja informal menjadi formal.
3) Meningkatkan proses  penyelesaian perselisihan secar  cepat  dan tepat

guna mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan

pekerja.6

6Database Disnakertrans Kab. Tulungagung 2016
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c. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Disnakertrans.
Dalam rangka mencapai misi, ditetapkan tujuan yaitu:

1) Mewujudkan perluasan kesempatan kerja
2) Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten/terampil dan produktif utuk

mengisi  kesempatan kerja di dalam dan Luar Negeri  dan mendorong

pekerja Informal menjadi formal.
3) Mewujudkan Hubungan Industrial  yang harmonis  dan kondusif  serta

peningkatan perlindungan hak-hak pekerja/buruh

B. Temuan Penelitian
1. Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  transmigrasi  Kabupaten

Tulungagung  dalam  pemberdayaan  TKI  Purna  berbasis

pengembangan UMKM
Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Tulungagung

secara serius memberdayakan usaha-usaha TKI Purna dengan berbagai

program-program yang digunakan sebagai sarana dalam mewujudkan

pengusaha yang kompetitif dengan potensi lokal yang ada, mandiri dan

unggul.  Disnakertrans  mengakomodasi  ratusan  mantan  TKI  sukses,

membangun jaringan kewirausahaan guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.  Kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  memberdayakan

Tenaga TKI Purna selepas  menjadi  pekerja  migran.   memewujudkan

TKI Purna yang kompetitif dan unggul dalam usaha yang dijalankan,

maka perlu peran pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi dan

penciptaan produk baru melalui pembinaan, pelatihan, pemasaran dan

permodalan serta perluasan pasar. Strategi yang digunakan oleh Dinas
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Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Tulungagung  dalam

memberdayakan  TKI  Purna  melalui  pengembangan  UMKM  yaitu

sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi Peserta
      Dalam memberdayakan TKI Purna Disnakertrans terlebih dahulu

mengidentifikasi calon peserta pemberdayaan TKI Purna, dalam hal ini

yang di berdayakan bukan TKI Purna saja  akan tetapi  Disnakertrans

juga  memberdayakan  keluarga  TKI  Purna.  Pertama  mengidentifikasi

Desa  TKI  Purna  lalu  mengidentifikasi  Bakat  dan  Minat  TKI  Purna.

Untuk mendukung bakat dan minat  TKI Purna disnakertrans melihat

dulu  potensi  lokal  apa  yang  bisa  di  kembangkan  oleh  TKI  Purna

sebagai produk yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan

yang disampaikan oleh Ibu Trining sebagai berikut:
“untuk  mengidentifikasi  TKI  Purna  dan  keluarganya,
disnakertrans  mengidentifikasi  TKI  tersebut,  TKI  bertempat
tinggal dimana, lalu potensi lokal apa yang bisa dijadikan untuk
membuka usaha sebagai SDA yang akan diolah sampai menjadi
sebuah produk yang menghasilkan uang”7

Dari Penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan

oleh Bapak Ali, yaitu sebagai berikut:

Sebelum melangkah ke pelatihan TKI Purna, disnakertrans itu
terlebih dahulu mengidentifikasi TKI purna yang ada di daerah-
daerah  kantong  TKI,  biasanya  kita  data  dulu  kemudian  kita
tanya bakat dan minat apa yang ada dimiliki TKI tersebut.bakat
dan minat nantinya bisa sesuai dengan pelatihan yang diberikan,
seperti itu.8

7 Hasil wawancara dengan Ibu Trining, (Kepala Bidang Penata Kerja, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi), pada tanggal 1 Juli 2019

8 Hasil wawancara dengan Bapak Ali , (selaku pengawas), pada tanggal 3 Juli 2019
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Dari  Penjelasan  di  atas  dari  Ibu  Trining  dan  Bapak  Ali,  diperkuat

dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Ibu  tutik  suprihatin,  yaitu

sebagai berikut:
   Gini,  kalo  peran  pemerintah  melalui  Disnakertrans  dalam

pemberdayaan  TKI  purna  seperti  saya,  saya  itu  kan  dulu  di
tanyain  “ibu  ada  keahlian  apa”  yaa  saya  jawab,  saya  bisa
membuat  kue  kering  bu,  dari  situ  pihak  disnakertrans
mengidentifikasi minat dan bakat saya, supaya ketika saya akan
merintis  usaha  nggak  bosen  gitu.  Menurut  saya  ketika
diidentifikasi oleh disnakertrans itu saya diberikan arahan sesua
dengan bakat dan minat yang saya miliki, lebih mudah dan enak
lah mbak.9

2. Pelatihan
 Pelatihan adalah strategi Disnakertrans dalam memberdayakan TKI

Purna. Menurut teori Mudrajad Kuncoro strategi pemberdayaan usaha

kecil menengah dapat melalui pembinaan untuk bidang usaha di daerah

tertentu melalui kelompok usaha bersama dan kelompok masyarakat.10

Untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka diadakan pembinaan

pelatihan,  dimana  program  pembinaan  pelatihan  ini  untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengangkat potensi

lokal  yang  ada  di  daerah  TKI  Purna  tersebut  tinggal.  Disnakertrans

memberikan  pedoman  kewirausahaan  dan  diberikan  ilmu  mengenai

kewirausahaan, manajemen keuangan, pemasaran dan distribusi produk.

Pada tahap ini Disnakertrans berperan penting untuk membina para TKI

Purna  menjadi  wirausahawan  yang  sukses  seperti  yang  disampaikan

oleh Ibu Trining yaitu sebagai berikut:
“untuk  meningkatkan  sumber  daya  manusia  kita  mengadakan
pelatihan,  biasanya  Tenaga  kerja  Indonesia  yang  sudah  habis
masa  kontraknya  dan  kembali  ke  negara  mereka  rata-rata

9 Hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin , selaku TKI Purna, pada tanggal 3 Juli 2019
10 Kuncoro, masalah kebijakan dan politik ekonomika pembangunan...., hlm. 197
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memiliki  modal.  Dan  TKI  itu  identik  dengan  pekerja  keras,
pekerja tangguh dan mempunyai etos kerja yang tinggi.  Akan
tetapi  ketika  TKI  Purna  pulang  ke  daerah  mereka,  mereka
bingung karena tidak mempunyai ketrampilan. Akhinya mereka
tidak  tahu  akan  melakukan  apa.  Maka  dari  itu  Disnakertrans
mengadakan pelatihan bagi TKI Purna dan keluarganya untuk
menambah  wawasan.  Pelatihan  juga  diharapkan  dapat
menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pelatihan yang diberikan
biasanya mengidentifikasi terlebih dahulu potensi lokal daerah
tersebut”11

Dari Penjelasan di atas, diperkuat dengan pendapat yang disampaikan

oleh Bapak Parjana, yaitu sebagai berikut:

“Pelatihan  yang  diadakan  Disnakertrans  dalam pelatihan  TKI
Purna  sesuai  kegiatan  masing-masing.  Sebenarnya  pelatihan
yang  diberikan  tergantung  dana  yang  di  berikan  pemerintah
kepada Disnakertrans. Biasanya dalam setahun ada empat kali
pelatihan, empat desa dalam setahun. Pelatihan yang diberikan
ditunjukkan untuk TKI Purna dan Keluarganya”12

Dari Penjelasan di atas dari Ibu Trining dan Bapak Parjana, diperkuat

dengan pendapat  yang disampaikan oleh Bapak Ali  ,  yaitu  sebagai

berikut:
Mereka  itu  membuat  kelompok sendiri  perwilayah,  kemudian
anggotanya  siapa-siapa.  Pelatihan  itu  juga  termasuk  bantuan,
pelatihan dan teknik, pelatihan itu apa yang diberikan, potensi
daerah itu maupun potensi dari sumberdaya manusianya sendiri.
Kelompok itu apa yang dibutuhkan, Misalnya di daerah xxx kita
akan membangun sebuah kampung wisata,  apa yang bisa kita
kembangkan dari potensi tersebut.13

Dari Penjelasan di atas dari Ibu Trining, Bapak Parjana dan Bapak Ali

diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Thamirin ,

yaitu sebagai berikut:

11 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Trining,  (Kepala  Bidang  Penata  Kerja,  Dinas  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi), pada tanggal 5 Juli 2019

12 Hasil wawancara dengan Bapak Parjana, (pegawai Bidang pengawas pengembangan
perluasan kesempatan kerja), pada tanggal 5 Juli 2019

13 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ali,  (pegawai  Bidang  pengawas  pengembangan
perluasan kesempatan kerja), pada tanggal 3 Juli 2019
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Pelatihan yang diberikan langsung di tempat wilayah tki purna
tersebut tinggal, kita juga memberikan sebuah pengolah bukan
saja pelatihan semata, kita memberikan materi, kita memberikan
wawasan kita memberikan support kepada mereka, dan tenaga
pengajar yang kita datangkan juga dari langsung dari dinas yang
terkait.  Semisal ternak ayam, kita datangkan lansung pemateri
dari Dinas peternakan.14

Dari Penjelasan di atas dari Ibu Trining, Bapak Parjana, Bapak Ali dan

bapak thamirin diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu

siti mukaromah , yaitu sebagai berikut:
“saya merasakan pahitnya menjadi TKW dek, cukup sekali saja
menjadi  buruh  di  negeri  orang.  Pulang  dari  taiwan  saya  dan
teman-teman  saya  menjadi  wirausahawan  mandiri.  Saya
bertekad merintis usaha mandiri, lalu saya mengikuti pelatihan
yang  diadakan  pemerintah  dalam pemberdayaan  TKI  Purna  ,
yaitu  memberikan  pelatihan  manajemen  koperasi.  Dan  pada
tahun  2009  sudah  berbadan  hukum  menggunakan  kopwan
sumber  rejeki.  Pelan-pelan  koperasi  mulai  mendapat
kepercayaan ,  sejumlah TKW yang masih  di  luar  negeri  ikut
menanam modal”15

Dari  penjelasan  di  atas,  di  perkuat  juga  dengan  penjelasan  yang

disampaikan oleh Marsini, yaitu sebagai berikut:
“perubahan serupa saya alami, ketika saya bergabung menjadi
anggota  di  Kopwan  sumber  rejeki  yang  didirikan  Ibu  siti
Mukaromah.  Pelatihan  yang  diberikan  dari  kopwan  sumber
rejeki sangat membantu menentukan pilihan”

Strategi  pembinaan  pelatihan  diarahkan  agar  pelatihan  mampu

berfungsi  memenuhi  tuntutan  pasar  kerja.  Strategi  pelatihan

menggunakan  pendekatan  kesisteman  dan  dibina  secara  terpadu,

berkesinambungan,  berperan  secara  optimal  dan  menghasilkan

tenaga kerja yang terampil. Program pelatihan untuk meningkatkan

kemampuan kerja.

14 Hasil wawancara dengan Bapak Thamirin, (pegawai Bidang pengawas pengembangan
perluasan kesempatan kerja), pada tanggal 12 Juli 2019

15 Hasil wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah, (pendiri Kopwan sumber Rejeki) pada
tanggal 7 Juli 2019
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3. Fasilitas Permodalan
    Modal merupakan hal yang penting bagi pengusaha UKM yang

membuka  usaha  baru  atau  mengembangkan  usaha,  namun  masih

banyak pengusaha yang terkedala dalam hal modal. Permodalan pada

usaha  mikro  dan  kecil  cenderung  lemah  dan  akses  ke  bank  untuk

mendapatkan kredit sangat terbatas terutama terbentur pada persyaratan

prosedur dan anggaran. Oleh karena itu peran pemberdayaan TKI purna

dalam  pengembangan  UMKM  di  Tulungagung  bidang  pembiayaan

melakukan kerjasama dengan pihak keuangan bank dan non bank serta

bumdes  untuk  dapat  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Seperti  yang

disampaikan oleh bu Trining yaitu sebagai berikut:
“untuk memudahakan TKI purna dalam memulai usaha dalam
hal modal,  kita membantu TKI purna,  kan kalo pinjam untuk
usaha sendiri dan wirausaha yang baru merintis usaha baru itu
susah.  Makanya  dari  Disnakertrans  membentuk  kelompok,
dalam 1 kelompok berisi 20 anggota. Kalo di bentuk kelompok
kan mudah, karena SK yang dibuat oleh kepala desa namanya
POKMAS (Kelompok masyarakat) misalnya TKI purna mekar,
nah  itu  ada  SK  nya.  SK  tersebut  bisa  digunakan  untuk
meminjam  di  lembaga  keuangan  bank  maupun  lembaga
keuangan  non  bank,  bisa  juga  meminjam  ke  BUMDES.
Meminjam kelompok ini dengan sistem tanggung renteng, yang
artinya  meminjam  atas  nama  kelompok  akan  tetapi  uangnya
dibagi-bagi ke anggota setelah itu nyaur bareng-bareng”16

Selain penjelasan dari ibu Trining juga diperkuat oleh pendapat yang

disampaikan oleh bapak Parjana sebagai berikut:

“untuk mendapatkan modal tambahan bagi TKI Purna yang akan
merintis usaha, di buatkan kelompok. Ada ketua ada bendahara
ada  seketaris  dan  lain  sebagainya.  Di  buat  kelompok  agar
memudahkan kita dalam hal pembinaan dan pendampingan bagi

16 Hasil  wawancara  dengan Ibu Trining,  (Kepala  Bidang Penata  Kerja,  Dinas  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi), pada tanggal 01 Juli 2019
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TKI  Purna.  Sehingga  memudahkan  pendampingan  untuk
selajutnya”17

Dari  Penjelasan  di  atas  dari  Ibu  Trining,  Bapak  Parjana,  diperkuat

dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu siti mukaromah , yaitu

sebagai berikut:
Peran  pemerintah  terkait  permodalan,  pemerintah  selain
mengarahkan  untuk  KUR  di  BRI,  disnakertrans  juga
menjebatani peminjaman untuk modal ke koperasi mbak, untuk
memperoleh  modal  tambahan  untuk  usaha  kita.  Selain
menjebatani kita dalam modal, disnakertrans juga memberikan
modal berupa alat-alat yang menunjang untuk produksi kita.18

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membantu

TKI Purna merintis usaha terkait modal Disnakertrans membantu TKI

purna  yaitu  dengan  membuat  1  anggota  kelompok  per  desa  dan

dibuatkan  SK  oleh  Kepala  desa,  dan  SK  keompok  tersebut  dapat

dijadikan sebagai pengajuan meminjam uang untuk usaha. Usaha kecil

adalah penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara dan telah

terbukti terutama di sat resesi ekonomi padatahun 1985 dan 1997.

4. Pemasaran 
Pemasaran dalam suatu usaha merupakan suatu hal yang penting.

Memperkenalkan dan memasarkan produk dimasyarakat luas. Dengan

tujuan  pemasaran  adalah  produk  kita  dapat  diterima  oleh  konsumen

sehingga  meningkatkan  kapasitas  produksi  dan  meningkatkan  omzet

penjualan terhadap suatu produk. Hal tersebut sesuai dengan pnjelasan

yang disampaikan oleh ibu Trining sebagai berikut:

17 Hasil wawancara dengan Bapak Parjana, (pegawai Bidang pengawas pengembangan 
perluasan kesempatan kerja), pada tanggal 5 Juli 2019

18 Hasil wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah, (pendiri Kopwan sumber Rejeki) pada 
tanggal 7 Juli 2019



73

“peran kita dalam memasarkan produk usaha TKI Purna ialah
dari hulu sampai hilir, maksudnya kita mengidentifikasi terlebih
dahulu  bakat  dan  minat  TKI  purna,  ketrampilan  yang  sudah
mereka miliki sedikit, sumber daya alam yang mendukung dan
kemandirian. Dalam hal ini kita tidak hanya memperkenalknan
dan menjual produk ketika ada effent atau bazar saja, tapi kita
pasarkan secara luas. Pasar biasa saja sudah nggak jaman lagi,
jualan  online.  Makanya  saat  pelatihan  diajari  bagaimana
menjual hasil ketrampilan lewat online”19

Selain penjelasan dari Ibu Trining juga diperkuat oleh pendapat yang

disampaikan oleh bapak Parjana sebagai berikut:

“masalah utama pemasaran bagi TKI purna dalam bisnis UKM
adalah  sulitnya  menembus  pasar.  Peran  kita  disini  ialah
membantu  TKI  Purna  dalam  hal  memasarkan
produknya,membuat  jaringan-jaringan bisnis agar  dapat  saling
membantu dalam pemasaran. Produk-produk TKI purna sudah
memasuki di Careffour”20

Selain penjelasan dari  Bapak parjana diperkuat oleh pendapat yang

disampaikan oleh Ibu siti sebagai berikut:

“selain  diberikan  pelatihan  dan  modal,  kami  juga  merasa
terbantu di bidang pemasaran mbak, selain diikutkan di berbagai
bazar dalam acara di Tulungagung pemasaran kita juga melalui
online  dan  yg  lebih  luas  lagi  produk  kami  sudah  masuk  di
careffour  yang  ada  di  kediri  dan  careffour  yang ada  di  jawa
timur, kalo d tulungagung kita mempunyai koperasi dan produk
kita, kita bisa titipkan di toko souvenir Tulungagung”21

Dari  penjelasan  di  atas  disimpulkan  bahwa  membantu  TKI

purna  proses  pemasaran  Disnakertrans  memberikan  arahan  untuk

melakukan prose pemasaran secara online. Karena selain pemasaran

19 Hasil wawancara dengan Ibu Trining, (Kepala Bidang Penata Kerja, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi), pada tanggal 01 Juli 2019

20 Hasil wawancara dengan Bapak Parjana, (pegawai Bidang pengawas pengembangan 
perluasan kesempatan kerja), pada tanggal 5 Juli 2019

21 Hasil wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah, (pendiri Kopwan sumber Rejeki) pada 
tanggal 7 Juli 2019
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secara  langsung,  pelaku  usaha  harus  menciptakan  inovasi-inovasi

terbaru agar  masyarakat  luas mengetahui  produk-produk usaha TKI

Purna.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Tenaga

kerja  dan  transmigrasi  kabupaten  Tulungagung  dalam

pemberdayaan TKI purna berbasis pengembangan UMKM
Dalam upaya pemberdayaan usaha TKI purna  memberikan program-

program  demi  tercapainya  tujuan  pemberdayaan.  Dalam  menjalankan

program  tersebut,  Dinas  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten

Tulungagung menemukan beberapa hal yang menjadi pendukung dalam

menjalankan program pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor pendukung 
1) Antusian TKI Purna dalam Pelatihan

Pelatihan sangat penting bagi TKI purna yang akan merintis usaha,

pelatihan juga sebagai bagian dari pendidikan yang menyangkut sebuah

proses  belajar  untuk memperoleh  dan meningkatkan  keterampilan  di

luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat.

Pelatihan lebih mengutamakan praktik daripada teori. Disnaker dalam

memberikan  pelatihan  mengidentifikasi  terlebih  dahulu  di  wilayah

mana TKI purna tinggal selanjutnya mengidentifikasi sumber daya alam

apa yg bisa menjadikan suatu potensi lokal sebagai bahan yang akan

digunakan.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  ibu  trining  sebagai

berikut:
“dilatih  apapun  ketika  dia  tidak  ada  sumber  daya  alam  yang
mendukung,  mereka  tidak  bisa  melakukan  sesuatu,  makanya
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disnakertrans mengidentifikasi potensi apa lho yang bisa menjadi
bahan sebagai potensi lokal”22

Dengan  diberikannya  insentif  pelatihan  kewirausahaan  di  setiap

wilayah TKI purna, agar nantinya mereka bisa bekerjasecara mandiri

dengan  berbagai  tingkat  usaha.  Program-program  pemberdayaan

diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi TKI purna. 
2) Agenda bazar setiap tahun

Agenda bazar sangat dibutuhkan bagi usaha TKI purna yang sedang

merintis,  dengan  adanya  bazar  usaha  pendampingan  TKI  purna  bisa

mendapatkan omzet yang banyak. Selain itu bazar juga menjadi salah

satu  upaya  untuk  mempromosikan  produk,  sehingga  bisa  dikenal

masyarakat  luas,  seperi  yang  dikemukakan  oleh  ibu  tatik  sebagai

berikut:
“agenda  bazar  yang  dilaksanakan  setiap  tahun  selalu
memberikan dampak positif bagi kami TKI Purna yang sedang
merintis usaha, bazar sebagai wadah masyarakat mengetahui apa
saja produk-produk TKI purna”23

Bazar merupakan salah satu upaya yang diberikan Dinas Tenaga Kerja

dan  Transmigrasi  dalam  memberdayakan  pembinaan  dan

pendampingan  dibawahnya,  dengan  mengikuti  bazar  maka  omzet

penjualan meningkat dan sekaligus bisa memanfaatkan momen bazar

sebagai wadah mempromosikan produk.
3) Mengurangi pengangguran

Pengangguran  merupakan  masalah  terbesar  di  Kabupaten

Tulungagung,  dan  salah  satu  cara  mengurangi  pengangguran  adalah

22 Hasil wawancara dengan Ibu Trining, (Kepala Bidang Penata Kerja, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi), pada tanggal 01 Juli 2019

23 Hasil wawancara dengan Ibu tatik (pemilik usaha kue kering dan katering), pada 
tanggal 09 Juli 2019
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dengan cara berwirausaha.  Hal  ini  sebagaimana disampaikan ole  ibu

tatik suprihatin selaku masyarakat sekitar yang tidak mempunyai 
Dengan adanya kopwan seperti ini, dengan di berikan wawasan di
kasih  bekal  ilmu  yang  bermanfaat,  pelatihan,  permodalan,
pemasaran,  sehingga  saya  berani  membuat  keputusan  untuk
menjadi wirausaha, manfaat yang bisa saya ambil ternyata dengan
adanya  usaha  yang  saya  dirikan  saya  sedikit  membantu
perekonomian  warga  sekitar  yang  awalnya  tidak  mempunyai
pekerjaan.24

b. Faktor penghambat 
1) Tidak adanya tenga konsultan

Tenga konsultan sangat  diperlukan oleh pembinaan usaha yang

apabila  mengalami  kesulitan  dalam  proses  produksi  maupun

pemasaran,  tetapi  Disnakertrans  belum  menyediakan  tenaga

konsultan  yang  ada  setiiap  dibutuhkan  oleh  usaha  pembinaan.

Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  ibi  trining,  yaitu  sebagai

berikut:
“kita belum memiliki tenaga konsultan yang stand by mbak, kita
dari disnakertrans hanya memberikan pendampingan saja”25

Apabila  ada  pelaku  usaha  pembinaan  mengalami  kesulitan,

Disnakertrans  belum  bisa  menyediakan  tenaga  konsultan,

disnakertrans hanya bisa mempertemukan pelaku usaha pembinaan

yang usahanya sudah sukses untuk memberikan masukan.
2) Terbatasnya ketersediaan teknologi

   Teknologi  adalah  suatu  yang  sangat  diperlukan  dalam

menjalankan sebuah usaha,  dengan adanya teknologi  maka proses

produksi akan semakin terbantu dan proses produksi akan lebih cepat

24 Hasil wawancara dengan Ibu tatik (pemilik usaha kue kering dan katering), pada 
tanggal 09 Juli 2019

25 Hasil wawancara dengan Ibu Trining, (Kepala Bidang Penata Kerja, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi), pada tanggal 01 Juli 2019
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dan  hasilnya  semakin  baik.  Jika  tidak  memiliki  teknologi  untuk

menunjang proses produksi, maka pelaku usaha harus lebih cermat

dan kreatif dalam menjalankan usahanya agar tidak kalah bersaing

dengan  pengusaha  besar  yang  memiliki  teknologi  yang  canggih.

Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  bapak  Ali,  yaitu  sebagai

berikut:
“Disnakertrans dalam membantu tenaga kerja Indonesia purna
dalam  teknologi  untuk  mendukung  produksi  mereka,  kita
hanya bisa membantu dalam alat yang sekedarnya saja mbak.26

3) Terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan
     Pelatihan sangat penting untuk mengembangkan keterampilan

usaha pembinaan, namun seringkali program pelatihan itu terkendala

oleh  anggaran  yang disediakan  oleh  Disnakertrans  sehingga  tidak

bisa  digunakan  untuk  pelatihan  dalam  segala  bidang,  sehingga

pegawai  Disnakertrans  merasa  kurang optimal  dalam memberikan

pelatihan  pemberdayaan  TKI  purna  dalam  memenuhi  permintaan

pelatihan  dari  usaha  pembinaan  dan  pendampingan.  Sebagaimana

yang disampaikan oleh Ibu Trining, yaitu sebagai berikut:
“Disnakertrans  dalam  memberikan  pelatihan  kurang  begitu
maksimal mbak, karena juga terbatasnya anggaran yang diberikan
pemerintah  kepada  dinas.  Dalam  pertahunya  Disnakertrans
memberikan pelatihan sebanyank 4 kali, yaitu memilih 4 desa di
kantong-kantong TKI”27

Dalam mengadakan  pelatihan,  disnakertrans  tidak  bisa  memenuhi

permintaan  dari  TKI  Purna  yang  sedang  merintis  usaha  karena

terbatasnya  anggaran  dana  untuk  melaksanakan  pelatihan.

26 Hasil wawancara dengan Bapak Ali, (pegawai Bidang pengawas pengembangan 
perluasan kesempatan kerja), pada tanggal 3 Juli 2019

27 Hasil wawancara dengan Ibu Trining, (Kepala Bidang Penata Kerja, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi), pada tanggal 01 Juli 2019
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Disnakertrans  pertahunya  hanya  mampu  melaksanakan  empat

pelatihan.
4) Karakter Manusia

Wirausaha  adalah  orang-orang  yang  memiliki  kemampuan

melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya

yang  dibutuhkan  guna  mengambil  keuntungan  dan  mengambil

tindakan yang tepat dalam memastikan keberhasilah. Sebagaimana

yang disampaikan oleh Bapak Parjana sebagai berikut:
Hambatan merubah karakter manusia, kita mau merubah dari
Disnaker ada istilah perluasan dan pengembangan sisi lain kita
menciptakan wirausaha, karna kaitannya dengan tenaga kerja
Indonesia,  karakter  manusia  ada  karakter  pemimpin  dan
karakter pekerja, ketika dia memiliki karakter pemimpin tanpa
memiliki modal sekaligus akan tetapi dia melihat potensi, dia
itu berani cari pinjaman tetapi ketika karakter manusia pekerja,
uang  banyak  berapapun  itu  dia  tidak  berani  mengambil
peluang.28

3. Pemberdayaan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Purna  menurut

Prespektif Ekonomi Islam.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberdayakan Tenaga

Kerja  Indonesia  Purna  berbasis  pengembangan  usaha  kecil  dan

menengah  selalu  menitik  beratkan  ajaran  Islam.  Islam  memandang,

bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam

negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari

serangan  luar.  Tetapi  pertanggung  jawaban  pemerintah  ini  harus

merupakan bagian  dari  program pencapaian  masyarakat  ideal,  makmu

dan adil. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh

Ibu Trining sebagai berikut:

28 Hasil wawancara dengan Bapak Parjana, (pegawai Bidang pengawas pengembangan 
perluasan kesempatan kerja), pada tanggal 5 Juli 2019
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“Disnakertrans dalam memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia
purna  dengan  keadilan.  Keadilan  dalam  masyarakat  terutama
TKI purna tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah.
Dalam membela  yang  lemah  dan  memberikan  jaminan  sosial
kepada TKI purna dalam pengembangan usaha kesil menengah
yang menyangkut pemasalah perkonomian.”29

Selain penjelasan dari Ibu Trining juga diperkuat oleh pendapat yang

disampaikan oleh bapak Thamiri sebagai berikut:

“terkait sumber daya alam, kan di Al- Qur’an sudah di jelasakan,
Allah  SWT telah  menghalalkan  hak  milik  dalam  batas-batas
manusia sebagai khilafah, yang sebagai pengatur dan pengelola
alam, agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.”30

Selain penjelasan dari Ibu Trining dan Bapak Thamirin juga diperkuat

oleh  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Ibu  siti  Mukaromah  sebagai

berikut:

“Ketika  saya  pulang  dari  luar  negeri  dan  saya  tidak  kembali
untuk bekerja di luar, saya bingung saya mau bekerja apa? Akan
tetapi  di  dalam  islam  kan  kita  harus  bekerja.  Bekerja  juga
sebagian dari ibadah dan jihad”31

Negara  merupakan  representasi  dari  mandat  rakyat.  Sebagai

kolektivitas manusia yang mendapat mandat dari  rakyat pemerintah

yang  mewakili  negara  merupakan  ujung  tombak  kehidupan  bagi

rakyatnya. Pemerintah sebagai personifikasi dari masyarakat mewakili

suara rakyat untuk menata kehidupan baik makmurdan sejahtera.

C. Analisis Data

29 Hasil wawancara dengan Ibu Trining, (Kepala Bidang Penata Kerja, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi), pada tanggal 01 Juli 2019

30 Hasil wawancara dengan Bapak Thamirin, (pegawai Bidang pengawas pengembangan 
perluasan kesempatan kerja), pada tanggal 12 Juli 2019

31 Hasil wawancara dengan Ibu Siti Mukaromah, (pendiri Kopwan sumber Rejeki) pada 
tanggal 7 Juli 2019
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1. Analisis  tentang  peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi

dalam Pemberdayaan TKI berbasis pengembangan UKM
       Dalam upaya memberdayakan TKI Purna melalui program-program-

program  disnakertrans   untuk  menciptakan  jiwa  kewirausahaan  dan

merintis  usaha.  Meningkatkan  kemampuan  dan  ketrampilan  TKI  purna

mengolah potensi lokal di daerahnya menjadi pengusaha yang tangguh dan

mandiri,  menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  baru,  pemerataan

pendapatan  dan  pengentasan  kemiskinan.  Dalam  mewujudkan  upaya

tersebut maka Disnakertrans memberikan beberapa strategi yaitu sebagai

berikut:
a. Identifikasi

         Disnakertrans  melakukan  identifikasi  ketika  akan  melakukan

pemberdayaan  agar  tepat  sasaran.  Identifikasi  yang  dilakukan

Disnakertrans merupakan hal yang penting, karena dalam identifikasi

tersebut  disnakertrans  tempat  tinggal  TKI Purna,  di  kelopokkan TKI

Purna per desa kemudian mengidentifikasi bakat dan minat para TKI

Purna, bakat dan minatnya di apa lalu mengidentifikasi Sumber daya

alam  apa  yang  mendukung,  setelah  diidentifikasi  maka  dibuatlah

pelatihan.
b. Pelatihan
     Disnakertrans  membagi  program  pelatihan  menjadi  dua  yaitu

pelatihan  memaksimalkan  SDA  sebagai  potensi  lokal  dan

menciptakan produk baru. Dalam memaksimalkan SDA sebagai bahan

produk,  harus  diidentifikasi  karena  SDA sangat  penting  dan sangat

mendukung.  Sedangkan  dalam  penciptaan  produk  baru,  idi

ditunjukkan bagi TKI Purna yang sudah menjalankan usaha maupu
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yang akan merintis  usaha,  penciptaan produk baru dilakukan untuk

mengembangkan  usahanya.  Pelatihan  diadakan  setahun  empat  kali

pelatihan.  Yaitu empat  pelatihan mencakup empat  desa di  kantong-

kantong TKI.

c. Fasilitas permodalan
     Disnakertrans  dalam  membantu  memberikan  fasilitas  modal,

disnakertrans dalam satu desa di buat satu anggota kelompok, untuk

memudahkan  pembinaan  dan  pendampingan  TKI  Purna.  Untuk

penambahan modal usaha, anggotan kelompok TKI Purna di buatkan

SK POKMAS (kelompok masyarakat) oleh kepala desa, SK tersebut

bisa  digunakan  untuk  meminjam  ke  lembaga  bank  maupun  ke

lembaga non-bank maupun koperasi. 
d. Pemasaran

Disnakertrans  dalam  membantu  pemasaran,  disnakertrans

membantu dari hulu hingga hilir, semisal Disnakertrans memberikan

bantuan emping mentah, diolah TKI purna dijadikan cemilan setelah

itu Disnakertrans juga membantu dalam proses pemasaran.

2 Analisis tentang faktor pendukung dan faktor penghambat yang

dihadapi  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dalam

Pemberdayaan TKI Purna berbasis pengembangan UKM 
Faktor  pendukung  dalam upaya  pemberdayaan  TKI  Purna  berbasis

UKM di Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai berikut:
a) Antusias TKI Purna 

Pelaku  usaha  binaan  sangat  antusias  dalam  mengikuti  program

pelatihan dari Disnakertrans, meskipun pelatihan hanya diadakan empat

kali dalam setahun. Mereka sadar bahwa pelatihan sangatlah diperlukan
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demi  meningkatkan  kualitas  produk.  Dengan  adanya  pelatihan,  TKI

purna bisa menambah informasi dan wawasan dalam berwirausaha dan

lebih percaya diri dalam berwirausaha.
b) Agenda bazar setiap tahun

Bazar  merupakan  salah  satu  upaya  yang  diberikan  Disnakertrans

dalam memberdayakan usahan pembinaan TKI purna, dengan mengikuti

bazar  maka keuntungan penjualan  akan meningkat  dan  sekaligus  bisa

memanfaatkan  momen  bazar  untuk  mempromosikan  dan

memperkenalkan  produk  ke  masyarakat  luas.  Oleh  karena  itu  bazar

adalah salah satu program untuk mendukung proses pemberdayaan yang

dilakukan oleh Disnakertrans.
c) Mengurangi pengangguran

          Pengangguran  merupakan  masalah  yang  serius  di  Kbupaten

Tulungagung.  Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  pengangguran  yaitu

mengambil  langkah  dengan  berwirausaha.  Dengan  adanya  Pemerintah

dalam menjembatani TKI purna membantu memberdayakan TKI Purna,

membantu  memberikan pelatihan  dan membuka usaha,  selain  itu  TKI

purna  juga  membantu  pemerintah  mengurangi  tingkat  pengangguran

dengan memperkerjakan lingkungan sekitar.
Faktor  penghambat  dalam  upaya  pemberdayaan  TKI  purna

berbasis pengembangan UKM di  Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai

berikut:

a) Tidak adanya tenaga konsultan
Tenaga konsultan  sangat  diperlukan bagi  pemberdayaan TKI  Purna

yang  sedang  merintis  usaha,  Dinas  tenaga  kerja  hanya  menyediakan

pendampingan saja tiap diadakannya pelatihan. 
b) Terbatasnya ketersediaan teknologi
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     Teknologi adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam menjalankan

usaha,  dengan  adanya  teknologi  maka  proses  produksi  akan  semakin

terbantu dan proses produksi lebih cepat dan efisien. 
c) Terbatasnya anggaran dana untuk melakukan pelatihan

Pelatihan  sangat  penting  dalam  proses  pemberdayaan  TKI  purna

untuk  mengembangkan  keterampilan  mereka.  Namun,  seringkali

program pelatihan terkendala oleh anggaran yang minim. Anggaran yang

minim, Disnakertrans harus cermat dalam memberdayakan TKI purna,

karena  dalam satu tahun Disnakertrans  hanya memberikan empat  kali

pelatihan.
d) Karakter Manusia

Modal  utama  untuk  dapat  sukses  sebagai  wirausaha  tangguh  ialah

mindset berwirausaha, “the Individual Entrepnerial Mindset”, yang akan

mampu  menggerakkan  dan  melecut  seseorang  hingga  bersedia

berkeinginan  untuk  masuk  ke  zona  tidak  nyaman  dengan  mindset

berwirausaha.  Disnakertrans  upaya  memberikan  wawasan kepada  TKI

purna  memberikan  pelatihan,  memberikan  modal,  di  bantu  dalam

pemasaran.  Setelah  pelatihan  berakhir  ada  kemungkinan  tidak  sesuai

dengan harapan. Karena karakter manusia ada dua tipe yaitu,  karakter

pempimpin dan karakter pekerja. Karakter pemimpin ketika dia melihat

peluang tidak mempunyai modal ia akan berusaha mendapatkan modal

dan  mengambil  peluang  tersebut,  sedangkan  karakter  pekerja,  ketika

mempunyai  modal  dan  terdapat  peluang  tidak  berani  mengambil

kesempatan tersebut.


